
SALINAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWATIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 221 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI N E G E R I S IP IL 
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA , 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa u n t u k men ingkatkan kedis ip l inan, produkt iv i tas 
dan kinerja, serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri 
Sipi l d i L ingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, 
per lu d iber ikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 
Sipi l ; 

b. bahwa berdasarkan ke tentuan Pasal 80 Undang-
Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 
T a h u n 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Pemerintah Daerah dapat member ikan tambahan 
penghasi lan kepada Pegawai Negeri Sipi l berdasarkan 
pert imbangan beban kerja, tempat bertugas, kondis i 
kerja, ke langkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau 
pert imbangan objekti f la innya, dengan memperhat ikan 
kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan 
ke tentuan Peraturan Perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipi l Negara d i L ingkungan Pemerintah 
Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah 
menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipi l Negara d i L ingkungan Pemerintah 
Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud pada h u r u f a, h u r u f b, dan h u r u f c d i atas, 
per lu menetapkan Peraturan Bupa t i tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil d i L ingkup 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang 
Aparatur Sipi l Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5494); 



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i , t erakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5258); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6037); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neraga 
Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Dis ip l in Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718); 

7. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

8. Peraturan Menter i Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi B i rokras i Nomor 34 Tahun 2011 
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

9. Peraturan Menter i Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi B i rokras i Nomor 63 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja 
Pegawai Negeri; 

10. Peraturan Menter i Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi B i rokras i Nomor 39 Tahun 2013 
tentang Penetapan Kelas Jabatan d i l ingkungan 
Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi B i rokras i Nomor 41 Tahun 2018 
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 
Negeri Sipi l d i L ingkungan Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Ta.hun 2013 tentang 
Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipi l 
Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2014 Nomor 4); 

13. Peraturan Bupat i Nomor 220 Tahun 2021 tentang 
Peruhahan Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 13 Tahun 
2019 tentang Kelas Jabatan d i L ingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kahuna ten Pacitan 
T a h u n 2021 Nomor 220); 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI N E G E R I S IP IL DI 
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
PACITAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah L ingkup Pemerintah Daerah. 
5. Pegawai Negeri Sipi l yang selanjutnya dis ingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuh i syarat t e r tentu , d iangkat sebagai pegawai 
Aparatur Sipi l Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian u n t u k 
m e n d u d u k i Jabatan pemer intahan. 

6. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS, a tau pejabat yang d i t u n j u k . 
7. Tambahan Penghasilan PNS yang dis ingkat TPP adalah tambahan 

penghasilan yang d iber ikan kepada PNS berdasarkan peni laian kinerja. 
8. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan t ingkat jabatan 

berdasarkan n i l a i sua tu j aba tan . 
9. Daftar Hadir E lektronik adalah apl ikasi yang d igunakan u n t u k pengisian 

daftar hadir oleh PNS pada saat masuk bekerja dan pulang bekerja. 
10. Pelaksana Tugas yang se lanjutnya dis ingkat Pit. adalah PNS yang d i t u n j u k 

u n t u k melaksanakan tugas Jabatan s t r u k t u r a l , karena pejabat s t ruk tu ra l 
yang bersangkutan berhalangan tetap. 

11. Pelaksana Har ian yang selanjutnya dis ingkat Plh. adalah PNS yang d i tun juk 
u n t u k melaksanakan tugas Jabatan s t r u k t u r a l , karena pejabat s t ruk tura l 
yang bersangkutan berhalangan sementara. 

BAB H 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan t u j u a n d i tetapkannya Pemberian TPP d i L ingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pacitan adalah u n t u k men ingkatkan kesejahteraan Penghasilan PNS 
dan sebagai acuan bagi setiap Penghasilan PNS dalam pengelolaan kinerja 
u n t u k mewujudkan visi dan mis i Pemerintah Daerah. 

BAB I I I 
PEMBERIAN TPP 

Bagian Kesatu 
Penerima TPP 

P a s a l 3 

PNS selain mener ima penghasi lan juga d iber ikan TPP setiap bu lan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 



P a s a l 4 

(1) TPP d ibayarkan pal ing lambat tanggal 15 (l ima belas) pada bu lan 
ber ikutnya . 

(2) Pembayaran TPP sebagaimana d imaksud pada ayat (1) u n t u k Kinerja 
bu lan Desember d ibayarkan pada bu lan J a n u a r i t a h u n ber ikutnya. 

(3) TPP bu lan terakhir bagi PNS yang memasuk i masa pensiun, tetap 
d ibayarkan pal ing lambat tanggal 15 (l ima belas) pada bu lan ber ikutnya. 

(4) Dalam ha l terjadi mutas i , promosi , dan/atau peruhahan Kelas Jabatan 
pada bu l an berjalan, penghi tungan pemberian TPP bu lan bersangkutan 
d i l akukan berdasarkan Penilaian Kinerja Kelas Jabatan lama. 

P a s a l 5 

TPP t idak d iber ikan kepada: 
a. CPNS; 
b. PPPK; 
c. PNS G u r u ; 
d. PNS yang mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan dar i 

pengelolaan dana Badan Layanan U m u m Daerah (BLUD); 
e. PNS yang mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan yang 

bersumber dar i pengelolaan dana Jam inan Kesehatan Nasional (JKN); 
f. PNS yang d iberhent ikan u n t u k sementara a tau d inonakt i fkan; 
g. PNS yang dibebaskan sementara dar i j abatannya ; 
h . PNS yang menjalani tugas belajar dengan meninggalkan kedinasan; 
1. PNS yang d iber ikan cu t i d i luar tanggungan Negara /atau dalam bebas 

tugas u n t u k menjalani masa persiapan pens iun; dan 
j . PNS yang dipeker jakan/atau d iperbantukan pada Badan/atau Instansi 

la in d i luar Pemerintah Daerah. 

Bagian kedua 
Kr i ter ia TPP 

Pasal 6 

TPP d iber ikan sesuai dengan kelas j aba tannya berdasarkan. 
a. Beban Kerja; 
b. Prestasi Kerja; 
c. Kondisi kerja; dan 
d. Obyekti f la innya. 

Bagian Ketiga 
TPP Beban Kerja 

Pasal 7 

(1) TPP berdasakan beban kerja sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 h u r u f 
a, d iber ikan berdasarkan Penilaian Kedis ipl inan dengan persentase 4 0 % 
(empat p u l u h perseratus). 

(2) Besaran TPP berdasakan beban kerja per bu l an sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) tersebut da lam Lampiran I yang merupakan bagian t idak 
terp isahkan dar i pera turan i n i . 

(3) TPP berdasakan beban kerja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d iber ikan kepada Pegawai PNS yang da lam melaksanakan tugas 
memenuhi peni la ian kedis ip l inan ya i tu beban kerja normal m in ima l 37,5 
j am/minggu . 



Penilaian kedis ip l inan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d ih i tung 
sesuai pengisian daftar had i r PNS dengan menggunakan pengisian daftar 
hadir e lektronik /atau daftar hadir manua l m e n u r u t har i dan j a m kerja 
yang d i t en tukan . 
Ketentuan dan tata cara pengisian daftar had i r e lektronik /atau daftar 
had i r manua l sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i laksanakan sesuai 
ke tentuan Peraturan Perundang-undangan yang ber laku tentang ha r i dan 
j a m kerja PNS. 
Penilaian kedis ip l inan sebagaimana d imaksud pada ayat (4), d i l akukan 
sesuai dengan basi l laporan rekapi tu las i t ingkat kehadiran bu lanan. 
Rekapitulasi t ingkat kehad i ran d i l akukan dengan Sistem Informasi 
Manajemen e-Presensi dan/atau pelaporan ter tu l is masing-masing 
Perangkat Daerah. 
Pelaporan t ingkat kehadiran PNS masing-masing Perangkat Daerah 
sebagaimana d imaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab Kepala 
Perangkat Daerah. 
Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasi l rekapitulasi 
t ingkat kehadiran setiap bu l an terd i r i dar i : 
a. laporan has i l rekapi tu las i t ingkat kehadiran pal ing lambat d i ter ima 

tanggal 5 (lima) bu l an ber ikutnya kepada Perangkat Daerah yang 
membidangi kepegawaian; dan 

b. laporan pendukung ket idakhadi ran PNS d i L ingkup Perangkat 
Daerah dalam bentuk h i tungan j a m /atau har i . 

Pasal 8 

Dalam keadaan ter tentu pengisian daftar hadir PNS sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dapat d i l akukan menggunakan daftar 
had i r manua l . 
Format daftar hadir m a n u a l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i l akukan dalam ha l terjadi keadaan te r tentu , terd i r i atas: 
a. sistem dan/atau mesin daftar had i r e lektronik mengalami kerusakan 

/atau t idak berfungsi; 
b. sistem dan/atau mesin daftar had i r e lektronik d i non akt i fkan 

sementara; 
c. mesin daftar had i r e lektronik be lum terpasang; 
d. PNS be lum terdaftar da lam sistem daftar hadir e lektronik; dan/atau 
e. terjadi keadaan kahar {force majeure). 

Pasal 9 

PNS mendapat pengurangan TPP berdasarkan beban kerja, apabila: 
a. t idak masuk kerja; 
b. ter lambat masuk kerja; 
c. pu lang kerja sebelum w a k t u ; 
d. akumu las i t idak masuk kerja; 
e. akumu las i keter lambatan masuk kerja; 
f. akumu las i pu lang kerja sebelum w a k t u ; 
g. t idak mengisi daftar had i r e lektronik /atau manua l ; dan/atau 
h . t idak meng ikut i apel pagi, upacara dan/atau kr ida olahraga. 
Besaran pengurangan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) adalah sebagai benkut : 
a. t idak masuk kerja, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 100% per 

har i ; 
b. me lakukan absensi kedatangan mendahu lu i batas awal ketentuan, 

TPP berdasarkan beban kerja d ipotong 5 0 % per har i ; 
c. ter lambat masuk kerja sampai dengan 30 menit , TPP berdasarkan 

beban kerja dipotong 2 5 % per ha r i ; 



d. ter lambat masuk kerja lebih dar i 30 menit , TPP berdasarkan beban 
kerja dipotong 5 0 % per har i ; 

e. t idak me lakukan absensi pada saat kedatangan, TPP berdasarkan 
beban kerja dipotong 5 0 % per ha r i ; 

f. pu lang mendahu lu i j a m kerja k u r a n g dar i 1 j a m , TPP berdasarkan 
beban kerja dipotong 25 % per ha r i ; 

g. pu lang mendahu lu i j a m kerja lebih dar i 1 j a m , TPP berdasarkan 
beban kerja dipotong 50 % per ha r i ; 

h . t idak me lakukan absensi pada saat kepulangan, TPP berdasarkan 
beban kerja dipotong 5 0 % per ha r i ; 

i . PNS yang t idak masuk kerja selama 5 ha r i dalam satu bu lan , TPP 
berdasarkan beban kerja d ikurang i 100% per bu lan ; 

j . PNS yang ter lambat masuk kerja lebih dar i 30 meni t selama 10 har i 
dalam satu bu lan , TPP berdasarkan beban kerja d ikurang i 100% per 
bu lan ; 

k. PNS yang pulang mendahu lu i j a m kerja lebih dar i 1 j a m selama 10 
har i da lam satu bu lan , TPP berdasarkan beban kerja d ikurang i 100% 
per bu lan ; dan 

1. Setiap PNS yang t idak meng ikut i apel pagi, upacara, dan/atau kr ida 
olahraga pada har i kerja d ikenakan pengurangan TPP berdasarkan 
beban kerja sebesar 2 % (dua persen) per har i . 

Pasal 10 

PNS t idak d ikenakan pengurangan TPP berdasarkan beban kerja apabila: 
a. mendapat tugas dar i p imp inan , baik penugasan dalam daerah, iuar 

daerah, luar negeri, a t a u p u n Work From Home (WFH) yang d i buk t i kan 
dengan surat per intah, surat tugas dan dokumen la innya; 

b. c u t i t a h u n a n ; 
c. c u t i sakit ; 
d. c u t i alasan penting; 
e. cu t i me lah i rkan; 
f. c u t i besar; 
g. c u t i bersama; a tau 
h . Iz in sak i t selama 1 (satu) har i . 

Bagian Keempat 
TPP Prestasi Kerja 

Pasal 11 

(1) TPP berdasakan prestasi kerja sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 
h u r u f b, d iber ikan berdasarkan prestasi k iner ja dengan persentase 6 0 % 
(enam p u l u h perseratus). 

(2) Besaran TPP berdasakan prestasi kerja per bu l an sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) tersebut da lam Lampiran I yang merupakan bagian t idak 
terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

(3) Pemberian TPP PNS didasarkan pada prestasi kerja sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d iber ikan kepada PNS yang memenuhi peni laian 
kiner ja m in ima l 4.000 (empat r ibu) meni t per bu lan . 

(4) Penilaian Kinerja sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i l akukan 
berdasarkan peni la ian pelaksanaan tugas har ian . 

(5) Penilaian pelaksanaan tugas har ian sebagaimana d imaksud pada ayat (4) 
berdasarkan pada ind ikator : 
a. u ra ian t u gas j abatan; 
b. tugas tambahan; dan/atau 
c. kreat i i i tas. 

(6) Penilaian pelaksanaan tugas har ian sebagaimana d imaksud pada ayat (5) 
d i dahu lu i dengan menetapkan sasaran kerja pegawai (SKP). 



(7) Penilaian pelaksanaan tugas har ian sebagaimana d imaksud pada ayat (6) 
disertai dengan b u k t i p endukung kegiatan. 

(8) B u k t i p endukung kegiatan sebagaimana d imaksud pada ayat (7) adalah 
sebagai be r iku t : 
a. surat tugas; 
b. surat undangan rapat; dan/atau 
c. dokumentas i akt i f i tas kegiatan. 

(9) B u k t i p endukung yang d imaksud d iunggah pada apl ikasi dalam format 
pdf /atau jpeg dengan u k u r a n file maks imal 1Mb. 

(10) Penilaian Kinerja sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i l akukan oleh 
atasan langsung setiap bu lan . 

Pasal 12 

(1) Pengusulan sasaran kerja pegawai (SKP) sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 11 ayat (6), d i laksanakan pal ing lambat minggu ke 2 (dua) Bu lan 
Januar i . 

(2) Da lam ha l terjadi perp indahan /atau peruhahan Jabatan, PNS wajib 
me lakukan pengukuran sasaran kerja pegawai (SKP) yang lama, dan 
mengusu lkan sasaran kerja pegawai (SKP) sesuai dengan Jabatan baru 
pal ing lambat 7 (tujuh) ha r i kerja t e rh i tung mu la i tanggal perpindahan 
/atau peruhahan Jabatan. 

Pasal 13 

(1) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja dalam satu bulan sebesar 
100% apabila mencapai batas m i n i m a l prestasi kerja normal 4.000 (empat 
r ibu) menit . 

(2) Dalam ha l prestasi kerja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t idak dapat 
mencapai batas m in ima l prestasi kerja norma l 4.000 (empat ribu) meni t 
maka d i l akukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai ber ikut : 
a. 3.000 menit sampai dengan 3.999 meni t d ikurang i 5% dar i alokasi 

TPP prestasi kerja; 
b. 2.000 meni t sampai dengan 2.999 meni t d ikurang i 10% dar i alokasi 

TPP prestasi kerja; 
c. 1.000 meni t sampai dengan 1.999 meni t d ikurang i 2 5 % dar i alokasi 

TPP prestasi kerja; dan 
d. Dibawah 1.000 meni t d ikurang i 7 5 % dar i alokasi TPP prestasi kerja. 

Pasal 14 

(1) prestasi kerja sebagaimana d imaksud dalam Pasal 13, d i laporkan oleh 
PNS mela lu i Apl ikasi e-kinerja secara har ian . 

(2) Penilaian terhadap kiner ja sebagaimana d imaksud pada ayat (1), t idak 
dapat d i akumulas ikan pada bu lan ber ikutnya . 

Pasal 15 

(1) Pejabat Penilai dapat menyetu ju i /atau menolak laporan hasi l 
pelaksanaan tugas har i an PNS yang d in i la i . 

(2) Penolakan laporan has i l pelaksanaan tugas PNS yang d in i la i sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan penolakan. 

(3) Pejabat Penilai bertanggungjawab atas kebenaran laporan hasi l 
pelaksanaan tugas PNS yang d in i la i . 

(4) Da lam ha l Pejabat Penilai berhalangan /atau terjadi kekosongan, 
peni la ian d i l akukan oleh Pit, Plh, /atau pejabat setingkat diatasnya. 



Pasal 16 

(1) Dalam keadaan ter tentu , peni laian kiner ja d i laporkan secara manua l 
dengan format laporan pelaksanaan tugas. 

(2) Keadaan ter tentu sebagaimana d imaksud pada ayat (1) antara la in 
karena: 
a. sistem Apl ikasi e-kinerja mengalami kerusakan /atau t idak berfungsi; 
b. PNS be lum terdaftar da lam sistem Apl ikasi e-kinerja; /atau 
c. terjadi keadaan kahar [force majeure). 

(3) Pelaporan manua l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d isampaikan 
kepada pejabat yang membidangi Kepegawaian pal ing lama 5 (lima) har i 
kerja pada bu lan ber ikutnya . 

(4) format laporan pelaksanaan tugas manua l sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) sebagaimana tersebut da lam lampi ran I I yang merupakan bagian 
t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

Bagian Ke l ima 
TPP Kondis i Kerja 

Pasal 17 

TPP berdasakan kondis i kerja sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 h u r u f c, 
d iber ikan secara otomatis kepada pejabat/pegawai ter tentu karena kedudukan 
dengan ke tentuan sebagai ber ikut : 
a. Sekretaris Daerah sebesar Rp 2.189.400,00 (dua j u t a seratus delapan 

p u l u h sembilan empat ra tus rupiah) per bu lan ; 
b. Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp 912.250,00 (sembilan ratus dua 

belas r i b u dua ra tus l ima p u l u h rupiah) per bu lan ; 
c. Inspektur sebesar Rp 729.850,00 ( tu juh ra tus dua p u l u h sembilan 

delapan ra tus l ima p u l u h rupiah) per bu lan ; 
d. Pegawai l ingkup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas 

sebagai kelompok kerja pengadaan sebesar Rp 5.473.550,00 (lima j u t a 
empat ra tus t u j u h p u l u h tiga l ima ra tus l ima p u l u h rupiah) per bu lan ; 
dan 

e. Pejabat yang d iber ikan tugas tambahan Pit, dengan nasa jabatan pal ing 
singkat 1 (satu) bu l an kalender sebesar 2 0 % (dua p u l u h perseratus) per 
bu l an dar i TPP Basic j aba tan yang d i Pit. 

Bagian keenam 
TPP Obyekti f La innya 

Pasal 18 

(1) TPP berdasakan obyekti f la innya sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 
h u r u f d, t e rd i r i dar i ; 
a. insent i f pajak dan re t r ibus i daerah; 
b. jasa pelayanan kesehatan; 
c. honora r ium penanggung jawab pengelola keuangan; 
d. honora r ium pengadaan barang dan jasa; 
e. honorar ium perangkat u n i t kerja barang dan jasa; dan/atau 
f. jasa pengelolaan barang m i l i k daerah. 

(2) Besaran, ke tentuan, dan tata cara pemberian TPP berdasarkan obyektif 
la innya sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i l akukan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 



BAB V 

SANKSI PENUNDAAN TPP 

Pasal 19 
(1) PNS yang be lum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN) a tau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipi l Negara 
(LHKASN) tepat w a k t u d i tunda pembayaran TPPnya sampai dengan 
pelaporan d i laksanakan. 

(2) Perangkat Daerah yang be lum melaporkan Laporan Grati f ikasi , Laporan 
Barang Mi l i k Daerah (BMD) dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 
(LKPD) d i tunda pembayaran TPPnya sampai dengan pelaporan 
d i laksanakan. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 20 

Pembayaran TPP bu lan Desember 2021 d ibayarkan pada Tahun 2022 dengan 
besaran sesuai Peraturan Bupa t i Nomor 22 T a h u n 2021 tentang Peruhahan 
Atas Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 98 T a h u n 2020 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipi l D i L ingkup Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka : 
1. Peraturan Bupa t i Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipi l D i L ingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pacitan; dan 

2. Peraturan Bupa t i Nomor 22 T a h u n 2021 tentang Peruhahan Atas Peraturan 
Bupa t i Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai Negeri Sipi l D i L ingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, 

d icabut dan d inyatakan t idak ber laku. 



Pasal 22 

Peraturan Bupat i i n i mu l a i ber laku pada tanggal 01 J a n u a r i 2022. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupat i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 31 - 12 - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 222 

Diundangkan di Pacitan 
pada tanggal 31 - 12 - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

- / • T \ .•pemoma 
fJlP; i ^ 8 ^ f l 2 1 4 200501 1 004 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 221 TAHUN 2021 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI N E G E R I S IP IL 
DI LINGKUP PEMERINTAH D A E R A H KABUPATEN PACITAN. 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI N E G E R I S IP IL DI LINGKUP 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN 

NO K E L A S 
JABATAN 

TPP 
BERDASARKAN 
BEBAN K E R J A 

TPP 
BERDASARKAN 

P R E S T A S I K E R J A 

TPP P E R 
BULAN 

1 15 3.655.400,00 5.483.100,00 9.138.500,00 

o 14 2.040.000,00 3.060.000,00 5.100.000,00 

3 13 1.495.920,00 2.243.880,00 3.739.800,00 

4 12 1.196.160,00 1.794.240,00 2.990.400,00 

5 11 1.017.240,00 1.525.860,00 2.543.100,00 

6 10 911.640,00 1.367.460,00 2.279.100,00 

7 9 816.380,00 1.224.570,00 2.040.950,00 

8 8 656.120,00 984.180,00 1.640.300,00 

9 7 495.880,00 743.820,00 1.239.700,00 

10 6 4.30.920,00 646.380,00 1 077 300,00 

11 5 348.860,00 523.290,00 872.150,00 

12 4 262.680,00 394.020,00 656.700,00 

13 3 260.000,00 390.000,00 650.000,00 

14 2 179.200,00 268.800,00 448.000,00 

15 1 

JUMLAH 

172.000,00 258.000,00 430.000,00 

Keterangan : per incian kelas j aba tan agar mempedomani Peraturan tentang Kelas 
Jabatan. 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Sa(i^a*ai sesuai dengan asl inya 

PENT CAHYANTORO, SH., M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN I I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 221 TAHUN 2021 
TENTANG P E M B E R I A N TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI N E G E R I S I P I L DI L INGKUP P E M E R I N T A H D A E R A H KABUPATEN PACITAN. 

F O R M A T LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS MANUAL 

NO NAMA A K T I F I T A S 
T E R K A I T S K P / TUGAS 

TAMBAHAN / K R E A T I F I T A S / 
T I D A K T E R K A I T 

V O L U M E DURASI AKUMULASI 
P E K E R J A A N 

V E R I F I K A S I ATASAN 
LANGSUNG 

1 2 3 4 5 6=4X5 7 

MENGETAHUI , PNS YANG 
ATASAN LANGSUNG BERSANGKUTAN 

NAMA 
PANGKAT 

NIP 

Sqiiqan j^esuai dengan asl inya 
T Lkepala Eiagiaj 

D E N I CAgYAj^TORO, SH.. M.Si 
. .." ~" , EefPbina 

N I P . 1 9 8 1 1 2 1 4 2 0 0 5 0 1 1 0 0 4 

NAMA 
PANGKAT 

NIP 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 


